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 ABSTRAK 
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 
terhadap penerima bilyet giro kosong, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 
bilyet giro kosong, akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong serta pertimbangan 
hakim dalam putusan nomor 68/Pid.B/2016/PN.Ska. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif yang di dukung dengan penelitian lapangan. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer, teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan 
hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan 
kualitatif dan silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan 
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Bentuk perlindungan terhadap pemegang bilyet 
giro yaitu melalui peradilan hukum pidana dan peradilan hukum perdata. (2) Upaya 
yang dilakukan dari bank yaitu dengan memperhatikan prosedur penerimaan nasabah 
bilyet giro dan upaya dari masyarakat adalah lebih memperhatikan pengggunaan 
bilyet giro. (3) Akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong dapat berupa sanksi 
pidana, sanksi perdata, dan pencantuman nama dalam daftar hitam nasional. (4) 
Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 68/Pid.B/2016/PN.Ska sudah 
memperhatikan berbagai macam pertimbangan dan sudah memutus perkara sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.  
Kata kunci: Bilyet giro, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim 
ABSTRACT 
This research aims to determine the form of legal protection for blank bilyet giro 
receivers, the efforts which can be done to prevent blank bilyet giro, the legal 
consequences for the issuer of blank bilyet giro and the judge's judgments according 
to the verdict number 68 / Pid.B / 2016 / PN.Ska. This is a normative legal research 
supported by field research. The type of data used is secondary data. Secondary data 
sources include primary legal materials and secondary legal materials. For primary 
law materials, data collection techniques employed are literature studies, document 
studies and interviews with judges from the Surakarta District Court. Furthermore, 
the data were analyzed using qualitative and deductive syllogism. The following 
results are obtained: (a) Protections for bilyet giro receivers could be established 
through both criminal justice and civil law courts. (b) Attempt done by banks that is 
to pay attention on the procedures of receiving customers, while people should be 
more concerned with the use of transfer form. (c) The legal consequences for the 
issuer of blank bilyet giro might be in the form of criminal sanction, civil sanction, 
and name inclusion in the national black list. (d) The judges, in dropping the verdicts 
number 68 / Pid.B / 2016 / PN.Ska, have noticed various considerations and decided 
the case in accordance with applicable regulations. 




Dunia sekarang memasuki era globalisasi yakni zaman dimana kecanggihan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, hal 
tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia 
perbankan. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro sebagai media yang sangat 
penting dalam melakukan transaksi antar nasabah bank. Penggunaan bilyet giro 
sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari 
penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet 
giro yang menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan 
memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa 




Bilyet Giro merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru 
berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah 
termasuk dalam katagori surat berharga murni atau tidak, karena dari sifat dan 
bentuknya berbeda dengan surat berharga pada umumnya. Bilyet giro sendiri 
tidak diatur dalam KUHD, karena bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh 
dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bilyet 
Giro diatur dalam SEBI No.4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK 
Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995.
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Sama halnya dengan cek kosong, bilyet giro kosong sering terjadi dalam lalu 
lintas pembayaran. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada 
bank, namun dananya pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau 
memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan atau bilyet giro yang 
ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik 
karena dananya tidak cukup (Pasal 1 huruf i SKBI No.28/122/KEP/DIR/ 1996).
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Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi 
administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarikan 
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Giro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro 
yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam 
tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. 
Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga 
setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi 
pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk 
dipahami maka penulis meneliti putusan nomor 68/Pid.B/2016/PN.Ska. Rumusan 
masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (a) 
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam 
penipuan pencairan bilyet giro? (b) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya bilyet giro kosong? (c) Bagaimana akibat hukum bagi 
penerbit bilyet giro kosong? (d) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan? (Studi Kasus No. 
68/Pid. B/2016/PN.Ska). 
Tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk 
perlindungan hukum yang dapat diberikan pada pihak yang dirugikan dalam 
penipuan. (b) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah 
terjadinya bilyet giro kosong. (c) Untuk mengetahui akibat hukum bagi penerbit 
giro kosong. (d) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk pencairan bilyet giro. 
(Studi Kasus No. 68/Pid. B/2016/PN.Ska). 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian 
hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang 
penulis gunakan adalah penelitian deskriptif.
5
 Dalam penelitian ini penulis 
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang digunakan 
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penelitian ini adalah (a) Data Primer, yakni keterangan-keterangan yang secara 
langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan 
Negeri Surakarta; dan (b) Data Sekunder yakni bahan hukum primer yang terdiri 
dari putusan putusan nomor 68/Pid.B/2016/PN.Ska serta peraturan perundang-
undangan lainnya, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini 
menggunakan metode studi kepustakaan, selain itu penelitian ini juga 
menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan hakim 
di Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis melakukan analisis data secara kualitatif
6
 
dengan prosedur penalaran deduktif. 
 
3. HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam 
Penipuan Pencairan Bilyet Giro 
Kegiatan ekonomi pada era sekarang terutama dalam transaksi jual beli 
dengan nominal yang besar masyarakat sudah tidak menggunakan uang kartal 
melainkan menggunaan uang giral khususnya bilyet giro, karena dengan uang 
giral dapat mempermudah sistem pembayaran. Hal ini diiringi dengan 
pengaturan hukum mengenai penggunaan bilyet giro yang diatur dalam SEBI 
No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur Bank 
Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 yang telah diperbaharui 
dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/41/PBI/ 2016 dan SE Nomor 
18/31/2016. 
3.1.1 Perlindungan Hukum Perdata 
Dalam lingkup hukum perdata berupa perjanjian kedua belah pihak 
dalam pecairan bilyet giro yang berkaitan dengan azas-azas hukum adalah 
buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian 
dan daluwarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum seperti 
perikatan, baik perikatan yang terjadi berdasarkan persetujuan saja 
maupun perikatan yang lahir berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya di 
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antara perikatan yang lahir karena Undang-undang yang terpenting adalah 
perikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga 
dengan perbuatan melawan hukum. 
Perikatan yang dimaksud dalam hal ini adalah terjadi hubungan 
hukum antara penerbit bilyet giro dan penerima bilyet giro dalam bentuk 
pencairan bilyet giro yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi 
masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajibannya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan 
hukumnya. 
Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk 
mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih 
dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka 
muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian 
(prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut 
Pasal 1234 KUHPerdata prestasi terbagi dalam 3 macam: 
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1) Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 
1237 KUHPerdata). 
2) Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis 
ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata). 
3) Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi 
jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata). 
Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi 
sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah 
melakukan wanprestasi. 
3.1.2 Perlindungan Hukum Pidana 
Berdasarkan putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Ska perbuatan terdakwa 
menurut putusan pengadilan merupakan tindak pidana penipuan. Karena 
terdakwa bermaksud untuk mengguntukan diri sendiri atau orang lain 
dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, bujuk rayu yang 
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dilakukan terdakwa agar korban sepakat menggunakan bilyet giro sebagai 
alat pembayaran. Akan tetapi setelah bilyet giro akan dicairkan ternyata 
bilyet giro tersebut kosong yang kemudian korban menghubungi 
terdakwa dan tidak ada jawaban dari terdakwa atau dalam hal ini 
terdakwa tidak mempunyai itikad baik kepada korban dan perbuatan 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan. Oleh karena perbuatan 
yang dilakukan terdakwa dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 
378 KUHP tentang Penipuan yang berbunyi:
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“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan 
rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan 
sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun". 
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Bilyet 
Giro Kosong 
Peredaran bilyet giro kosong dapat berkurang tentuya sangat berkaitan 
dengan kemauan dan partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan bilyet giro 
untuk memenuhi ketentuan penggunaannya. Dalam hal ini terutama Bank 
sebagai pengelola rekening giro dan anggota masyarakat sebagai pengguna 
jasa bank perlu menyadari dan memahami ketentuan biyet giro.
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3.2.1 Upaya atau partisipasi yang dapat dilakukan Bank 
Bank merupakan pihak yang sangat terkait dengan pengelolaan 
rekening giro nasabah sehingga diharapkan dapat berpartisipasi penuh 
dalam mencegah peredaran bilyet giro kosong. Sehubungan dengan itu, 
bank dalam kaitannya dengan penerapannya prinsip mengenal nasabah, 
perlu lebih berhati-hati dalam menerima nasabah giro antara lain pada saat 
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mengidentifikasi calon nasabah, dan dalam memantau pelaksanaan 
transaksi keuangannya. 
Bank dalam melakukan identifikasi calon nasabahnya harus menilai 
kelayakan dokumen pendukung permohonan nasabah. Dokumen yang 
disampaikan oleh calon nasabah tidak hanya sebatas untuk memenuhi 
ketentuan formalitas suatu permohonan, tetapi untuk dinilai kebenaran dan 
keabsahannya. Dalam praktik perbankan terdapat kemungkinan 
penggunaan dokumen identitas yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang 
sudah tercantum dalam Daftar Hitam. Demikian pula bank dapat lebih 
aktif memantau transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang 
transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi yang 
mencurigakan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, 
selain melakukan identifikasi calon nasabah, Bank wajib menatausahakan 
bilyet giro kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
3.2.2 Upaya Pengguna Bilyet Giro 
Nasabah sebagai penarik bilyet giro ataupun sebagai pemegangnya 
wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan 
penggunaan bilyet giro. Nasabah pemilik rekening harus memahami dan 
mematuhi ketentuan perjanjian pembukaan rekening giro dan peraturan 
perundang-undangan yang berkaian dengan bilyet giro. Demikian pula 
dengan nasabah pemegang bilyet giro seharusnya telah memahami 
peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kedua warkat 
tersebut. Dengan demikian diharapkan penarik dan pemegang bilyet giro 
tersebut menyadari dengan baik penggunaanya untuk menyelesaikan suatu 
kewajiban pembayaran melalui fasilitas perbankan. 
Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pemegang bilyet giro 
adalah kesulitan untuk mengetahui kecukupan dana penarik bilyet giro di 
bank karena adanya ketentuan tentang rahasia bank. Pihak-pihak yang 
akan menerima bilyet giro tidak dapat mengetahui saldo rekening giro 
penarik pada bank sebagai tertarik karena adanya ketentuan rahasia bank. 
Maka dari itu kehati-hatian dari penerima bilyet giro diperlukan untuk 
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mencegah bilyet giro kosong, atau lebih baik menolak agar tidak 
melakukan pembayaran dengan bilyet giro. 
3.2.3 Akibat Hukum Bagi Penerbit Bilyet Giro 
  Mengenai ketiadaan dana dalam rekening giro telah dibuat suatu 
peraturan dalam bentuk Surat Edaran dari Bank Indonesia, yaitu No. 4/437 
berlaku pada tanggal 5 Oktober 1971. Menurut SEBI ini apabila dana tidak 




1) Bank wajib menolak bilyet giro. 
Hal ini dilakukan sebagai alat bukti penolakan oleh Bank dibuat “Surat 
tanda penolakan” dan diserahkan beserta bilyet giro itu kepada 
pemegangnya. Tindasan surat tanda penolakan itu wajib dikirim kepada 
Bank Indonesia sebagai laporan. 
2) Bank harus memberikan peringatan tertulis kepada penerbit supaya tidak 
mengulangi perbuatannya. 
3) Kalau dalam tenggang waktu 6 bulan nasabah menerbitkan 3x berturut-turut 
bilyet giro kosong (yang selalu ditolak oleh Bank, maka rekening giro dari 
nasabah itu harus ditutup. 
Dalam Perbankan sanksi terhadap penerbit giro kosong terutama 
terhadap penarikan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya atau lebih, telah 
ditetapkan berdasarkan keputusan dengan moneter No. 53 tahun 1962 dan 
peraturan-peraturan pelaksanaannya, terakhir diatur kembali dengan Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 4/437 UPPB/PbN, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu 
pencantuman nama-nama penarik bilyet giro yang bersangkutan dalam daftar 
hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah-nasabah baru ataupun 
mempertahankan nasabah-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam 
daftar hitam termaksud. Dengan SEBI No. SE.8/7 UPPB tanggal 16 mei 
1975, Surat Edaran No. 4/437 UPPB tanggal 5 Oktober  1971 dinyatakan 
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tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam 
Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.
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Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 
bulan beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksi kepada bank-
bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. 
Maka setiap kali tejadi penolakan bilyet giro kosong Bank wajib 
memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat yaitu:
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1) Untuk pelanggaran penerbitan bilyet kosong  yang pertama, maka nasabah 
akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah 
tidak menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya. 
2) Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua, diberikan Surat Peringatan (SP) II 
yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam 
Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya.  
3) Kemudian untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro yang ketiga, akan 
dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung 
diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup. 
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 
68/Pid.B/2016/PN.SKA dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan 
Bilyet Giro 
Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada 
surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari 
penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan 
berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan 
dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat 
menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.
13
 
Pertimbangan hakim dalam putusan No.68/Pid.B/2016/PN.Ska adalah 
sebagai berikut: perbuatan terdakwa Sugito tersebut sebagaimana diatur dan 
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diancam pidana pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, 
kedua Pasal 372 KUHP. Mengenai dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah 
telah melakukan tindak pidana penipuan haruslah dipenuhi unsur-unsur dalam 
dakwaan alternatif pertama. Pertimbangan majelis hakim dalam dakwaan 
alternatif pertama Pasal 378 KUHP: 
3.3.1 Unsur barangsiapa 
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan 
“Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah subyek hukum manusia, 
selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak 
pidana serta sehat jasmani dan rohaninya. 
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan 
Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan seorang laki-laki sebagai 
terdakwa yang mengaku bernama Sugito yang identitasnya telah sesuai 
dengan surat dakwaan jaksa/penuntut umum serta sehat jasmani dan 
rohaninya dan tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah 
ingatannya serta menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan 
kepadanya, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas 
semua perbuatan yang telah dilakukannya di depan hukum dan didepan 
persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. Oleh 
karena terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan 
demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi. 
3.3.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
Majelis hakim mempertimbangakan bahwa yang dimaksud “dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri” adalah dengan perbuatan yang 
dilakukannya terdakwa memperoleh keuntungan. 
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari rangkaian perbuatan 
terdakwa, jelas memberi gambaran bahwa perbuatan terdakwa yang telah 
membeli 7 pis kain batik seharga Rp.35.363.000,-yang kemudian telah 
dibuat menjadi pakaian jadi/kemeja dan telah dijual oleh terdakwa kepada 
Afri orang Sragen, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan penuh 
kesadaran, sebab memang diniati dan diinginkan oleh terdakwa yang 
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merupakan perwujudan sikap bathin terdakwa yang ingin meraup untung, 
padahal terdakwa mengetahui jika kain batik yang dibelinya dari saksi 
Haryanto belum dibayar olehnya. 
3.3.3 Unsur dengan melawan hukum 
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan 
para saksi dan pengakuan terdakwa, dari semula terdakwa telah 
mengetahui bahwa kain batik 37 pis seharga Rp.35.363.000,- adalah 
barang dagangan milik saksi Haryanto yang harus dibayarnya dengan BG 
yang ada dananya sesuai kesepakatan, akan tetapi pada kenyataannya 
terdakwa dengan sadar tidak membayar kain batik tersebut, meskipun kain 
batik yang dibelinya tersebut telah dibuat oleh terdakwa menjadi pakaian 
jadi/kemeja dan telah dijual kepada orang Sragen bernama Afri. Dengan 
demikian, unsur  ke-3 telah terpenuhi. 
3.3.4 Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 
akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan 
bohong 
Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan keterangan 
para saksi dan pengakuan terdakwa, ternyata sewaktu terdakwa membeli 
kain batik sebanyak 7 pis di Toko milik saksi Haryanto, terdakwa  telah 
berpura-pura membayarnya dengan 7 (tujuh) lembar BG senilai 
Rp.35.363.000,- dengan tanggal jatuh tempo sejak tanggal 03 Nopember 
2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 seolah-olah BG tersebut ada dananya, 
namun pada saat ke-7 BG tersebut jatuh tempo dan akan dicairkan oleh 
saksi Lisa di Bank BRI pada bulan Nopember 2012, Bank BRI 
menolaknya, ternyata ke-7 BG tersebut kosong/tidak ada dananya, karena 
terdakwa tidak mengisi dana di rekening gironya padahal terdakwa telah 
berjanji kepada saksi Haryanto, jika ia akan mengisi dana  rekening 
gironya. Pihak Bank BRI telah memperingatkan terdakwa, terdakwa 
berjanji akan mengisi dana, namun terdakwa hanya berjanji dan berjanji 
terus hingga 3x dan akhirnya rekening giro terdakwa telah diutup oleh 
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Bank BRI. Atas perbuatan terdakwa, saksi Haryanto merasa ditipu dan 
mengalami kerugian  Dengan demikian, unsur  ke-4 telah terpenuhi. 
3.3.5 Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang 
atau membuat utang atau menghapuskan piutang 
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa  berdasarkan keterangan 
para saksi dan pengakuan terdakwa, ternyata pada saat terdakwa datang ke 
Toko kain batik Dwi Tunggal milik saksi Haryanto untuk mencicil hutang 
dan membeli kain batik 7 pis seharga Rp.35.363.000,-  Terdakwa telah 
menyerahkan 7 (tujuh) lembar BG dan berjanji akan mengisi dananya, 
sehingga saksi Haryanto percaya dan mau menyerahkan/memberikan kain 
batik dagangannya kepada terdakwa dan menyuruh saksi G.Haryanto 
mengantar kain batik tersebut sampai ke parkiran mobil terdakwa, akan  
tetapi pada saat BG jatuh tempo dan mau dicairkan pada bulan Nopember 
2012 oleh saksi Lisa/ Bagian Keuangan Toko Dwi Tunggal milik saksi 
Haryanto ternyata  ke-7 BG  tersebut kosong/tidak ada dananya, karena 
terdakwa tidak mengisi dana di rekening gironya. Dengan demikian, unsur  
ke-5 telah terpenuhi. 
Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur  
Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama, maka oleh 
karenanya majelis hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Tindak Pidana 
Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), setelah 
dianalisa dan didukung dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta Supomo S.H, M.H maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : (a) Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama suatu pemegang 
berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual beli yang sebelumnya 
telah ada di antara penerbit bilyet giro dan pemegang bilyet giro. Di dalam 
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transaksi jual beli itu sudah disepakati bersama antara pembeli dan penjual 
bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro yang 
mana nilai dari transaksi itulah yang akan dibayar dengan cara menerbitkan 
bilyet giro. Yang menimbulkan kewajiban seorang penerbit adalah 
menyediakan dana pada bank tersangkut serta dana yang tersedia harus cukup 
dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif. (b) Bentuk 
perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong adalah melalui 
perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum pidana (c) 
Berdasarkan uraian diatas upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bilyet 
giro kosong yaitu upaya dari pihak bank dan upaya dari masyarakat (e)  
Pertimbangan hakim pada putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Ska sudah sesuai 
dengan hukum yang berlaku bahwa terdakwa melakukan penipuan dan 
memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.  
4.2 Saran 
Pertama, Bank harus jeli dalam menerima nasabah giro baru karena dalam 
praktik perbankan terdapat kemungkinan penggunaan dokumen identitas 
yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang sudah tercantum dalam Daftar 
Hitam. Karena dengan itu dapat memberikan rasa percaya terhadap 
masyarakat akan fasilitas atau produk bank tersebut. Kedua, pemerintah 
untuk membuat undang-undang mengenai bilyet giro agar penegak hukum 
dalam hali ini hakim dalam memutuskan perkara tidak melanggar asas 
undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang merupakan sarana 
untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat 
maupun pribadi. Ketiga, warga masyarakat agar dapat menambah wawasan 
yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga 
khususnya bilyet giro, serta lebih waspada dalam penggunaan bilyet giro 
sebagai alat pembayaran. 
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